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Abstract

This paper try to explain that the alteration of single entry to double entry in accounting system for
Local Government (Province/ City/ County). The using of double entry in accounting system is as an
response on implementation of UU No 22/1999,and  the government regulation No 105 section
8, (PP 105 article 8). The Statement of Government Accounting Standar (Pernyataan Standar
Akuntansi Pemerintah/ PSAP) no 1:The disclosure of financial statements, expleitly states that
accounting basis has been used for local government is the Modified Accrual Basis (MAB). The
accrual basis only wused for qualified local goverments, in term of readiness of human resource,
technology ete. In the PP 105/ 2000 and PSAP no 1 state that the local government has to present
Sfinancial statements such as the Statement of Budget Realization, Balance Sheet, Cash Flow
Statement and Note Financial Statement, for the end accounting period. These financial stetements,
able to provide some information for users namely financial position, economic potential, cash flow,
financial performance etc. Therefore, Indonesian Accountant Association (Ikatan Akuntan
Indonesia), Department of Finance (Departemen Keuangan), and Department of Internal Affair
(Departemen Dalam Negri) have been issued exposure draft of Government Accounting Standart.
This standart as a guidance for Central and Local Government in preparing of financial statement
and other users.
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1. PENDAHULUAN

Tonggak dimulainya Otonomi Daerah (OTODA) diberlakukannya UU
Nomor 22 tentang Pemerintah Daerah (PEMDA) dan UU No. 25 tahun 1999
tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Kedua UU tersebut memiliki
implikasi yang luar biasa dalam proses pengambilan keputusan sistem pemerintahan.
OTODA berarti suatu upaya pemberdayaan dalam pengambilan keputusan daerah
secara lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan
kepentingan, prioritas dan potensi daerah sendiri. Dengan demikian, pemberian
OTODA Kabupaten dan Kota, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada di tangan
Pemerintah Daerah.

Dilihat dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD), di semua
Pemeritahan Kota/Kabupaten tergambatkan bahwa untuk memenuhi semua
kebutuhan belanja (Administrasi dan Umum, Operasional, Belanja Modal dll) dalam



